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ABSTRAKSI

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki
potensi zakat yang besar. Dengan demikian, maka pengelolaan zakat merupakan
hal yang sangat penting untuk diperhaikan agar seluruh potensi zakat dapat
terserap dan tersalurkan secara optimal. Selama dekade terakhir ini, pengelolaan
zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999. Dalam UU tersebut
dijelaskan bahwa dana zakat dapat disalurkan melalui BAZ yang merupakan
bentukan pemerintah atau melaui LAZ bentukan non-pemerintah. LAZ
merupakan bukti peneguhan peran masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat di
Indonesia yang lahir setelah kehadiran UU No. 38/1999. Saat ini banyak sekali
jumlah LAZ yang beredar di Indonesia sedangkan jumlah BAZ jauh lebih sedikit
daripada LAZ yang ada. Meningkatnya jumlah LAZ yang tersebar di Indonesia ini
menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, di tengah
gempitanya pengelolaan zakat oleh masyarakat inilah kemudian muncul wacana
mengenai sentralisasi zakat melalui amandemen UU No.38/1999. Pengelolaan
zakat akan diambil alih sepenuhnya oleh Negara. Zakat dikelola melalui Badan
Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan dari
tingkatan nasional sampai tingkat desa/kelurahan. Lembaga Amil Zakat milik
masyarakat yang telah ada nantinya hanya akan berfungsi sebagai unit pengumpul
zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik
pemerintah.

Dari latar belakang masalah tersebut, dengan metode penelitian yurudis
normatif, maka penulis akan memfokuskan penelitian untuk mengkaji dan
menganalisis mengenai tinjauan figih dari amandemen UU No.38/1999 khususnya
tentang sentralisasi zakat. Dan penulis juga menggunakan pendekatan penelitian
komparatif mengenai kebijakan dan pemikiran ulama terdahulu untuk
menjelaskan peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat dalam perspsektif Islam
dan membandingkan pelaksanaan zakat dalam pemerintahan Islam dengan
pengelolaan zakat dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan landasan Nash
Al-Qur’an dan Hadits dan berdasarkan praktek pengelolaan zakat pada masa
Rasulullah dan sahabat, serta pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh
para fugaha, sistem pengelolaan zakat memang seharusnya dilakukan dengan cara
sentralistik, di mana pelaksanaanya dilakukan di bawah wewenang Negara atau
pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah seperti BAZ. Namun jika sistem sentralisasi zakat ini diterapkan di
Indonesia tentunya membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang benar-benar
matang karena penerapan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat ini dapat
menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zakat, sebagaimana kita ketahui, adalah sebuah kewajiban yang pasti
(Qath’i) yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Namun
dalam pelaksanaannnya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung
semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang
dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah.'

Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 103

de

)’/’/:\//d, 9,/"/// N:zs}“’/f:/://e ‘/Bf, f{
ug.auﬂ.:)l-pu/l &#y)%@)rﬂﬁbum (’%}“U':&J’/
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan (dari kekikiran dan cinta berlebihan kepada
harta) dan menyucikan (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati)
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9] : 103)?

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang
berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada
mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Dalam khazanah hukum Islam,
yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas

zakat atau disebut amil. Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang

! Yusuf Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, terj. Syafril Halim, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1995), h. 113.

2 QS. At-Taubah [9] : 103



yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil,
menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para
muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad-abad
silam. Dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di
Indonesia sejarah kelahiran amil zakat telah digagas sejak saat Islam mulai
masuk ke bumi nusantara. Setahap demi setahap masyarakat di berbagai
daerah mulai mengenal, memahami dan akhirnya mempraktekkan Islam.
Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut,
praktek pengelolaan zakat di Indonesia masih dilakukan dengan sangat
sederhana dan alamiah. Artinya, penunaian zakat mungkin masih bersifat
individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki. Zakat belum dibayarkan
secara baik oleh umat Islam. Dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan,
zakat hanya digunakan sebagai suatu hal yang bersifat karitatif 3 untuk
kepentingan sesaat. Dalam kasus ini, zakat biasanya dibayar langsung pada
orang tertentu yang ia sukai atau atas seruan tokoh masyarakat yang ada di
wilayahnya. Tidak ada data akurat berapa zakat dapat dikumpulkan, karena
zakat dianggap sebagai rutinitas dan ubudiyah saja. Dari satu tempat ke tempat
lain, jumlah pengumpulan zakat sangat beragam karena mengikuti kesadaran

dan keaktifan tokoh atau kyai.*

3 Bersifat menaruh/memberi kasih sayang; bersumber dari kedermawanan/kebaikan hati.

* Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang , (ed.), Zakat dan Peran Negara, (Jakarta:
Forum Zakat, 2006), h.22



Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, kaum
muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan
zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya lembaga pengelola zakat, infaq
dan sedekah. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus
menguat. Keinginan yang kuat ini mengkristal dengan disampaikannya saran
oleh sebelas ulama tingkat nasional kepada Presiden Soeharto pada tanggal 24
September 1968.° Pada saat itu, musyawarah sebelas ulama nasional di
antaranya Prof. Dr. Hamka dan KH. Moh. Syukri Ghazali, mengeluarkan
rekomendasi yang isinya antara lain ; perlunya pengelola zakat dengan sistem
administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkan
pengumpulan dan pendayagunaanya kepada masyarakat.

Awal tahun 1968, pada “Seminar Zakat” yang diselenggarakan
lembaga Research dan Work Shop Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah di Jakarta, pertama kalinya Presiden Soeharto menghimbau
masyarakat untuk melaksanakan zakat secara konkret. Dalam pidatonya
Presiden Soeharto berpesan, “Saya ingin memulai lagi bahwa pengumpulan
zakat secara besar-besaran yang saya serukan itu, saya maksudkan sebagai
ajakan seorang muslim untuk mengamalkan secara konkret ajaran-ajaran
Islam bagi kemajuan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada

umumnya’.

5 A Karim, Adiwarman, Ir., H., SE., MBA., MAEP., dan A. Azhar Syarief, “Fenomena
Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia”,
http://www.dsniamanah.or.id., diakses tanggal 29 Januari 2010.




Pada acara Isra' Mi'raj di Istana Negara, 26 Oktober 1968, Presiden
menegaskan kesediaannya menjadi amil tingkat nasional dan mengemukakan
bahwa dirinya sebagai warga negara akan mengambil bagian dalam proses
nasional pengumpulan zakat dan menyerahkan laporan tahunan terhadap
pengumpul dan pendistribusinya. Seruan tersebut disusul dengan
dikeluarkannya surat perintah Presiden No. 07/PRIN/10/1968 tanggal 31
Oktober 1968. Isinya, mengamanatkan kepada Mayjen Alamsyah Ratu
Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk
membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan
zakat secara nasional. Seruan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI
Jakarta, maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada 1968, untuk pertama
kalinya berdiri BAZIS DKI. Setelah itu, menyusul pendirian BAZIS di
berbagai provinsi lainnya. Dan mulailah masyarakat melalui berbagai
organisasi keagamaan ikut terlibat mengelola zakat secara terorganisasi.’

Selanjutnya, untuk lebih menguatkan dan mengembangkan keberadaan
lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama
Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat dan Infag/Sedekah.
Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991.

Pada 1993, Harian Umum Republika membentuk yayasan Dompet
Dhuafa Republika (DD) yang kemudian terus mengalami perkembangan dan

dukungan masyarakat secara luas. DD, lantas menjadi Lembaga Amil Zakat

¢ www.suaralslam.com/Aya Hasna, Tabloid Suara Islam, Edisi 08. diakses tanggal 29
Januari 2010.




(LAZ) untuk pertama kalinya di Indonesia. Langkah ini pun mendorong
tumbuhnya LAZ baru di Indonesia yang berusaha mengelola zakat secara
amanah dan profesional.’

Pada 1999, lahir UU No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat
yang di dalamnya menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia
dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

Setelah hampir sepuluh tahun, undang-undang itu berlaku, ada
keinginan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi atas UU
tersebut. Rencana pemerintah untuk merevisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat, paling tidak membawa tiga wacana penting, di antaranya,
Pertama, Penerapan sanksi atas muzakki yang tidak menunaikan kewajibannya
membayar zakat. Kedua, Pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak yang
merevisi ketentuan sebelumnya di mana zakat hanya sebagai pengurang
penghasilan kena pajak (PKP). Ketiga, Melakukan sentralisasi pengelolaan
zakat, BAZ (Badan Amil Zakat) diusulkan menjadi satu-satunya lembaga
pengelola zakat di Indonesia yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat
kelurahan/desa.®

Dari tiga hal yang mendasari revisi UU No. 38 Tahun 1999 itu,

masalah sentralisasi zakat adalah yang paling banyak menimbulkan pro dan

7 www.suaraislam.com/Aya Hasna, Tabloid Suara Islam, Edisi 08, diakses tanggal 29
Januari 2010.

8 Ahmad Juwaini, “Menimbang Sentralisasi Zakat,”
gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan Zakat Indonesia, diakses tanggal 7 Maret 2010




kontra, terutama di kalangan LAZ. Hal ini dikarenakan dalam draft rancangan
pemerintah disebutkan bahwa pengelolaan ZIS sepenuhnya dikelola oleh
negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di
semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang
telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang
terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Penataan zakat di Indonesia memang masih menghadapi serangkaian
masalah dalam mencapai kondisi penataan zakat yang ideal. Pertumbuhan
LAZ yang begitu banyak, jika tidak ditata dengan baik tentu saja memiliki
potensi masalah. Ada sebagian LAZ yang saat ini melakukan pengelolaan
zakat tanpa merasa bahwa pengelolaan zakat haruslah memenuhi berbagai
persyaratan dan ketentuan, baik dari sisi syariah maupun legal. Mereka pun
kadang kala melakukan pengelolaan dengan serampangan, tanpa didukung
oleh basis manajemen zakat yang memadai. Hasilnya tentu saja pengelolaan
yang tidak perform, yang berujung kekecewaan sebagian masyarakat
pembayar zakat.

Adapula LAZ yang kadang sulit diatur. Mereka tidak mau
dikoordinasikan dan disinergikan. Maunya mengelola zakat sendiri-sendiri.
Mereka juga tidak mau melaporkan kegiatannya kepada otoritas pembinaan
zakat di Indonesia, yaitu pemerintah. Padahal jelas-jelas ditegaskan bahwa
LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai tingkatannya. Untuk

mendukung perwujudan pangkalan data (data base) zakat Indonesia saja,




mereka tidak mau terlibat dan menghindar. Tentu saja LAZ dengan model
seperti ini, perlu ditangani untuk perbaikan kondisi zakat di Indonesia.

BAZ pun juga mempunyai masalah tersendiri. Misalnya, ada BAZ
yang tidak mau melaporkan kegiatannya kepada masyarakat dan juga
menyalahkan LAZ sebagai pesaing dalam pengumpulan zakat.

Namun, banyak juga BAZ yang kinerjanya sangat bagus. Mereka
mampu menampilkan kinerja sebagai BAZ yang amanah dan profesional.
BAZ seperti ini sangat dipercaya oleh para muzakkinya. Sebagaimana BAZ,
banyak juga LAZ yang telah menunjukkan kinerja amanah dan professional
dan senantiasa bersedia mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada
pemerintah. Mereka juga selalu terbuka dan bersedia untuk dikoordinasikan
dan disinergikan dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) lainnya dalam
rangka mewujudkan kebersamaan zakat Indonesia. °

Berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam otentik, yakni Al-Qur’an dan
Sunnah, serta praktek kehidupan para sahabat dan penerus risalah Islam di
masa lalu, Zakat adalah kewajiban Fardhiah bagi setiap muslim yang telah
memenuhi persyaratan tertentu. Zakat juga diperintahkan untuk “diambil” dari
orang-orang kaya dan diancam sanksi bila kaum kaya menolak untuk
memenuhinya. Para Ulama salaf telah sepakat, bahwa zakat adalah Obligatory
System dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu tidak diragukan lagi
bahwa zakat adalah domain negara, yaitu bahwa zakat adalah diurus atau

diatur oleh negara.

® Ahmad Juwaini, “Menimbang Sentralisasi Zakat,”

gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan Zakat Indonesia, diakses tanggal 7 Maret 2010.




Namun, para ulama juga berpendapat bahwa dalam pelaksanaanya,
negara dapat mengelola langsung sendiri atau menunjuk (memberikan
mandat) kepada badan, organisasi atau sekelompok orang di dalam negara
tersebut untuk melaksanakan tugas pengurusan zakat. Pengangkatan petugas
pengurusan zakat ini, tentu saja ditata oleh suatu pengaturan dan sewaktu-
waktu dapat dicabut apabila sudah tidak memenuhi persyaratan atau
menyimpang dari amanah yang diembannya. "

Pola pengelolaan zakat yang beragam saat ini, tidak terlepas dari
dinamika sejarah pengelolaan zakat yang banyak dipengaruhi situasi dan
kondisi spesifik. Maslahat dan madharat beragamnya model pengelolaan
zakat tersebut menunjukkan bahwa pada masa kontemporer relasi zakat dan
Negara bersifat kondisional. Prinsip utamanya apakah model pengelolaan
zakat harus tersentralisasi melaui pemerintah atau dikelola oleh lembaga-
lembaga masyarakat yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah mana

yang lebih optimum menghasilkan kebaikan bagi perekonomian."

Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah di atas, sesuai dengan Undang-
Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diketahui bahwa di
Indonesia saat ini ada dua lembaga pengelolaan zakat yaitu BAZ (Badan Amil

Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang

19 Ahmad Juwaini, “Menimbang Sentralisasi Zakat,”

gerakanzakatindonesia.blogspot.com/Gerakan Zakat Indonesia, diakses tanggal 9 Maret 2010.

11 Aziz Setiawan, Menimbang Sentralsasi Zakat, indonesiafile.com, diakses tanggal 24

Maret 2010.




dibentuk oleh masyarakat atau merupakan lembaga swasta. Akan tetapi kini
lahir rancangan amandemen UU No. 38 tahun 1999, di mana dalam draft
rancangan pemerintah disebutkan bahwa pengelolaan ZIS sepenuhnya
dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk
pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik
masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit
pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil
Zakat milik pemerintah. Hal ini banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah
masyarakat.

Dari rumusan persoalan di atas, tulisan ini akan di fokuskan pada
pertanyaan berikut ini:
1. Bagaimana konsep sentralisasi zakat dalam figih ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat pada zaman klasik ?
3. Bagaimanakah dampak positif dan negatif penerapan sistem sentralisasi

dalam pengelolaan zakat di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penulisan skripsi ini adalah:
1. Mengetahui bagaimana konsep sentralisasi zakat dalam fiqih.
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan zakat pada zaman klasik.
3. Mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif penerapan sistem

sentralisasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.
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Sebagaimana tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat luas:

1. Bagi peniliti dengan penelitian ini akan semakin memperkaya dan
memperdalam wawasan peneliti tentang sentralisasi zakat yang saat ini
menjadi kontroversi di masyarakat.

2. Bagi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) khususnya mahasiswa
Fakultas Syari’ah prodi Muamalah untuk mengkaji lebih dalam tentang
peluang-peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam
penerapan sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat. Dan juga tentang
dampak-dampak yang bisa ditimbulkan karena penerapan sistem
sentralisasi tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatifnya.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan yang lebih mengenai lembaga-lembaga pengelolaan zakat
yang ada di Indonesia. Dan juga sebagai bahan kontribusi dalam

memperbaiki perzakatan di Indonesia.

D. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan
Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif yakni
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai
tinjauan figih dari amandemen Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat Khususnya tentang sentralisasi zakat. Sedangkan

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif
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mengenai kebijakan dan pemikiran ulama terdahulu yang bertujan untuk
menjelaskan peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat dalam perspsektif
Islam dan membandingkan pelaksanaan zakat dalam pemerintahan Islam
(Khilafah) dan pemerintahan di Indonesia saat ini. Dalam penelitian ini
fokus penelitian adalah pada Tinjauan Figih terhadap Sentralisasi Zakat di

Indonesia.

. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang akan diperoleh melalui studi
dokumen/pustaka dan internet. Melalui studi dokumen/pustaka dan
internet ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan
kerangka teori penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui orang
yang berkompeten atau orang yang terjun langsung dalam praktek
perzakatan melalui proses wawancara baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui
studi pustaka/dokumen (/ibrary research) dan melalui wawancara dengan
tokoh-tokoh ahli. Melalui studi pustaka dan wawancara ini diharapkan
akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian dan
mengenai sentralisasi zakat dalam perspektif figih, serta beberapa data lain

yang berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat.
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4. Tehnik Analisa Data
Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan

dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data
Data yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dan
wawancara, akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah
berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini
data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan
saja yang akan dipakai.

b. Display Data
Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk
mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan
kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga
keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara
jelas.

c. Kesimpulan
Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematik, baik melalui
penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan
diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

5. Tehnik Penulisan
Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada
“Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut IImu Al-Qur’an

(1IQ) Jakarta” tahun 2009.




13

E. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan; memuat latar belakang masalah, perumusan dan
pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Teori dan konsep penelitian mengenai pengelolaan
zakat; Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi
pembahasan tentang pengertian dan tujuan pengelolaan zakat, lembaga-
lembaga pengelola zakat di Indonesia dan peran pemerintah dalam
pengelolaan zakat.

Bab III. Konsep Sentralisasi Zakat dalam Fiqih. Pembahasan dalam
bab ini meliputi; pengelolaan zakat pada zaman klasik, sentralisasi zakat
dalam pandangan Figih, serta kewajiban membayar zakat pada pemerintah
ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat.

Bab IV. Analisis mengenai dampak positif dan dampak negatif
penerapan sentralisasi zakat di Indonesia serta alternatif solusi penyelesaian
masalah sentralisasi zakat yang menimbulkan kontroversi pro-kontra di tengah
masyarakat Indonesia.

Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tertulis tentang tinjauan figih terhadap sistem

sentralisasi zakat di Indonesia ini, maka ada beberapa pokok penting yang

dapat disimpulkan, di antaranya yaitu:

1.

Berdasarkan landasan Nash Al-Qur’an dan Hadits dan berdasarkan praktek
pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan sahabat, serta pendapat-
pendapat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, maka dapat
disimpulkan bahwa sistem pengelolaan zakat dilakukan dengan cara
sentralistik, di mana pelaksanaanya dilakukan di bawah wewenang Negara
atau pemerintah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk
oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Pelaksanaan zakat
melalui badan amil zakat akan memberi jaminan dan perlindungan bagi
kedua belah pihak untuk tercapainya tujuan ideal zakat, yaitu mewujudkan
keadilan sosial karena pembayaran zakat bukan sekedar kebaikan hati
orang-orang kaya atau bukan perolehan rezeki insidentil bagi orang-orang
miskin. Syariat menekankan zakat harus diurus oleh Negara karena
didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya:

a. Hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta,

sehingga terasa sangat berat untuk mengeluarkan sesuatu yang paling
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disayanginya jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur
tangan penguasa.

b. Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat,
perasaannya akan lebih dapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang
meminta-minta.

c. Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap para wajib zakat
sendiri, hal itu dikhawatirkan akan terjadi kedzaliman karena
pembagian zakat yang tidak merata.

d. Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir
dan miskin tetapi beberapa ashnaf lain yang seluruhnya adalah
menjadi tanggung jawab umum pemerintah untuk menanggulanginya.

e. Islam adalah agama yang mengakui eksistnsi Ulil Amri (pemerintah)
dan Daulah (Negara).

Apabila Negara tidak mempunyai lembaga pengumpulan zakat sendiri,

maka pemungutan dan pembagian zakat dapat dilakukan oleh lembaga-

lembaga pengelola zakat swasta yang dibentuk masyarakat, tetapi tetap di

bawah pengawasan pemerintah.

. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan pada masa

pemerintahan khilafah-khilafah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin) adalah

dilaksanakan oleh Negara, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya petugas-
petugas pemungut zakat yang diutus secara resmi, sebagaimana yang
dijelaskan dalam beberapa hadist dan periwayatan yang menjelaskan

tentang hal tersebut. Misalnya hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam
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Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas ra, yang menyatakan bahwa
Rasulullah mengutus Mu’adz bin Jabal untuk menjadi petugas pemungut
zakat di daerah Yaman. Pada masa pemerintahan-pemerintahan dinasti
Islam seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, zakat juga dikelola oleh
Negara. Hal ini dikuatkan oleh sebuah dokumen berupa surat Imam Zuhri
kepada Umar bin Abdul Aziz yang berisi tentang masalah pendistribusian
zakat. Juga dari riwayat lain yang menceritakan tentang aduan seorang
Amil yang ditugaskan di Tunisia kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz
karena penuhnya Baitul Mal oleh zakat, sementara tidak ada lagi fakir
miskin yang harus diberi zakat. Riwayat-riwayat tersebut memberikan
gambaran bahwa pada masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam, zakat juga
dikelola oleh Negara yang kemudian dikumpulkan dalam Baitul Mal.

. Sentralisasi zakat oleh pemerintah yang merupakan salah satu rencana
amandemen Undang-undang No. 38 Tahun 1999 membutuhkan
pertimbangan dan pemikiran yang benar-benar matang karena penerepan
sistem sentralisasi dalam pengelolaan zakat ini dapat menimbulkan
dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari
penerapan sentralisasi pengelolan zakat ini antara lain adalah: pengelolaan
zakat akan lebih efektif ika dilaksanakan oleh pemerintah, lebih
memperkuat posisi amil zakat, pendistribsian zakat akan merata, dan para
muzakki akan lebih tertib dan disiplin dalam membayar zakat karena
adanya penerapan wajib membayar zakat, dan juga untuk menghindari

jatuhnya korban jiwa jika zakat dibagikan sendiri oleh para muzakki
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kepada mustahiq secara langsung. Sedangkan dampak negatif yang dapat
terjadi dengan pelaksanaan sentralisasi zakat ini antara lain adalah
menurunnya penghimpunan dana zakat nasional karena rendahnya
kepercayaan masyarakat terhadap BAZ, keterlibatan masyarakat sipil
dalam mengelola zakat akan semakin berkurang bahkan bisa mematikan
peran masyarakat yang selama ini sudah banyak berpartisipasi untuk
membangun bangsa melaui pengelolaan dana zakat melalui LAZ,
sedangkan peran pemerintah akan semakin dominan padahal birokrasi
pemerintah secara umum saat ini dipersepsikan korup dan lemah,
berkurangnya jejaring donatur zakat yang selama ini telah bekerjasama
dengan berbagai LAZ. Pemerintah dinilai belum siap untuk menyatukan
pengelolaan zakat secara nasional, karena dikhawatirkan akan
menimbulkan masalah baru dalam dunia perzakatan nasional sementara
permasalahan perzakatan di Indonesia masih banyak yang perlu
diselesaikan. Untuk melakukan sentralisasi pengelolan zakat, pemerintah
perlu melakukan berbagai persiapan seperti perubahan pengelolaan sistem
keuangan Negara, perubahan sistem keuangan dan perpajakan nasional,
penyiapan kerangka kelembagaan dan reformasi SDM, serta memperhalus
perpindahan dari era pengelolaan zakat oleh masyarakat ke era
pengelolaan zakat oleh Negara. Persiapan-persiapan ini diharapkan
mampu meningkatkan kesiapan pemerintah untuk mengelola zakat secara

nasional.



B. Saran

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara efektif agar proses
pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilaksanakan dengan baik dan
potensi zakat bisa tercapai secara optimal. Pengelolaan zakat ini memerlukan
kontribusi dari semua pihak yang terkait baik dari pihak pemerintah maupun
masyarakat.

Untuk dapat melakukan sentralisasi pengelolaan zakat, pemerintah
perlu harus benar-benar fokus dalam penerapan sistem ini dan tentunya
dibutuhkan pemikiran, pertimbangan dan persiapan yang benar-benar matang
karena mengingat penerapan system sentralisasi ini bisa menimbulkan
dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Langkah-langkah yang
bisa dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan cara pembentukan lembaga-
lembaga pendukung seperti lembaga audit dan social entrepreneurship, serta
peningkatan kinerja direktorat zakat. Pemerintah juga diharapkan memberikan
sosialisasi melalui berbagai media mengenai zakat kepada masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar zakat.

Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif dalam
mengawasi proses pengelolaan zakat oleh organisasi pengeloia zakat. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut sehingga zakat
dapat terkelola dengan baik. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam
pembayaran zakat sangat diharapkan sehingga zakat yang terkumpul dapat

meningkat. Sebaik apapun kinerja organisasi pengelola zakat, bila tidak ada
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peran aktif dari masyarakat maka zakat tetap tidak akan bisa terkelola dengan
baik.

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, beberapa saran tersebut,
penulis harapkan bisa menjadi kontribusi dalam rangka mewujudkan integritas
zakat nasional yang sebaik-baiknya. Dan penulispun berharap agar karya
ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi semua pihak pada

umumnya.
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